
No. Ur

PER

Menimb

Mengin

L
PR

rut: 08 

PERATURAN 

RUBAHAN ANGG

DENGAN
GU

bang : a. bahw
sesua
yang 
antar 
meny
harus
tahun
APBD

b. bahw
perub
denga

ngat : 1. Undan
Undan
Pemb
Suma
(Lemb
Peme

2. Undan
Bumi 
Nomo
sebag
12 Ta

 
 

 
LEMBARAN 
ROVINSI SUMA

TAHUN 2

 
DAERAH PROV

NOMOR 8 TA
TENTA

GARAN PENDAP
TAHUN ANGGA

 
N RAHMAT TUHA
UBERNUR SUMA

 
a sehubungan d

ai dengan asums
menyebabkan 
kegiatan dan a

yebabkan sisa le
s disesuaikan de
n anggaran berjal
 tahun anggaran 
a sehubungan d

bahan APBD tahu
an Peraturan Dae
ng-undang Nomo
ng-undang Darur

bentukan Daera
atera Barat, Jamb
baran Negara Ta

erintah Nomor 29 
ng-undang Nom
 dan  Bangunan 

or 68,  Tambahan
gaimana telah diu
ahun 1994 (Lemb

285

 

DAERAH 
ATERA BARAT 
2011 

VINSI SUMATER
HUN 2011 

ANG 
PATAN DAN BEL
ARAN 2011 

AN YANG MAHA
ATERA BARAT

dengan perkemb
si kebijakan Umu
pergeseran anta
antar jenis bela
ebih tahun ang
engan silpa yan
an, maka perlu d
2011;  

dengan hal terse
un anggaran 201
erah.  
or 61 Tahun 1958
rat Nomor. 19 Ta
h-daerah Swan
bi dan Riau seba
ahun 1958 Nomo

Tahun 1979);  
or 12 Tahun 1
 (Lembaran   Ne

n  Lembaran  Ne
ubah dengan Und
baran Negara Tah

5 

RA BARAT 

LANJA DAERAH

A ESA 

bangan yang tid
um APBD, keada
ar unit organis
nja, keadaan ya

ggaran sebelumn
ng telah ditetapk
dilakukan perubah

ebut pada huruf
11 perlu ditetapk

8 tentang Penetap
ahun 1957, tenta
ntantra Tingkat 
agai Undangunda
r 112) Jo Peratu

985 tentang Pa
gara   Tahun   19
gara  Nomor 331

dang-Undang Nom
hun 1994 Nomor 

H 

dak 
aan 
asi, 
ang 
nya 
kan 
han 

f a, 
kan 

pan 
ang 

I 
ang 
ran 

ajak 
985 
12), 
mor 
62, 

Tambahan
3. Undang-u

Daerah d
1997  No
3685) seb
Nomor 3
Nomor 24

4. Undang-U
Perolehan
Negara T
Negara No

5. Undang-U
Penyeleng
Korupsi, K
1999 Nom
3351); 

6. Undang-U
Negara (
Tambahan

7. Undang-U
Perbenda
Nomor 5, 

8. Undang-U
Pembentu
Negara T
Negara No

9. Undang-U
Pemeriksa
Keuangan
66, Tamb

10. Undang-U
Perencana
Tahun 20
Nomor 44

11. Undang-U
Pemerinta
Nomor 12
Tambahan
telah diu
2005 tent

n Lembaran Nega
undang Nomor 1
dan Retribusi Da
omor 41,  Tamb
bagaimana telah 
4 Tahun 2000 

46, Tambahan Lem
Undang Nomor 
n Hak Atas Tan
Tahun 1997 No
omor 3688); 

Undang Nomor 
garaan Negara 
Kolusi dan Nepot
mor 75, Tamba

Undang Nomor 17
(Lembaran Nega
n Lembaran Nega

Undang Nomor 
haraan Negara (
Tambahan Lemb

Undang Nomor 
ukan Peraturan P
Tahun 2004 No
omor 4389);  

Undang Nomor 
aan Pengelola
n Negara (Lemba
ahan Lembaran N

Undang Nomor 2
an Pembanguna
004 Nomor 104,
421);  
Undang Nomor 
ahan Daerah (L
25,  Tambahan  L
n Lembaran Neg
bah dengan Un
tang Penetapan 

ara Nomor. 3569)
18 Tahun 1997 
erah (Lembaran 

bahan Lembaran 
diubah dengan U
(Lembaran Neg
mbaran Negara N
21 Tahun 1997

nah dan Bangun
mor 44, Tamba

28 Tahun 
yang Bersih d

tisme (Lembaran
ahan Lembaran 

7 Tahun 2003 ten
ara Tahun 200
ara Nomor 4286)

1 Tahun 
(Lembaran Nega
baran Negara Nom

10 Tahun 
Perundang-undan
mor 53, Tamba

15 Tahun 
an dan Per

aran Negara Tahu
Negara Nomor 44
25 Tahun 2004 
n Nasional (Lem
, Tambahan Lem

32 Tahun 
Lembaran Negar
Lembaran  Negar
gara Nomor 4437
ndang-Undang N
Peraturan Pemer

);  
tentang Pajak 
Negara Tahun 
Negara Nomor 

Undang-Undang 
araTahun 2000 

Nomor 4048);  
7 tentang Bea 
nan (Lembaran 
ahan Lembaran 

1999 tentang 
an Bebas dari 

n Negara Tahun 
Negara Nomor 

ntang Keuangan 
03 Nomor 47, 
;  
2004 tentang 

ara Tahun 2004 
mor 4355);  
2004 tentang 

ngan (Lembaran 
ahan Lembaran 

2004 tentang 
rtanggungjawab 
un 2004 Nomor 
400);  
tentang Sistem 

mbaran Negara 
mbaran Negara 

2004 tentang 
ra Tahun 2004 
ra  Nomor  125, 
7) sebagaimana 
omor 8 Tahun 

rintah Pengganti 

286



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4548);  

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan  atas  Penyelenggaraan   
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4712);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuiltansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4503);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4576);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4577);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1081 Tahun 
2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan 
Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011; 

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-792 Tahun 
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2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011;  

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretaris Dewan;  

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah;  

33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;  

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja; 

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011;  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Dan 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010  

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula 

berjumlah Rp.2.198.161.563.005,00 bertambah sejumlah Rp. 
208.220.844.969,14 sehingga menjadi Rp.2.406.382.407.974,14 dengan 
rincian sebagai berikut :  
1. Pendapatan.  

1) Semula Rp.  1.986.576.067.525,00  
2) Bertambah  Rp.       84.585.128.316,00  
 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 2.071.161.195.841,00 
 

2. Belanja.  
1)  Semula Rp.  2.123.681.661.518,00  
2)  Bertambah Rp.     205.083.411.983,14  

Jumlah Belanja setelah Perubahan  Rp.2.328.765.073.501,14  
Defisit setelah Perubahan Rp.(257.603.877.660,14)  
 

3. Pembiayaan.  
a. Penerimaan  

1) Semula Rp.     211.585.495.480,00  
2) Bertambah Rp.     123.635.716.653,14  
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  335.221.212.133,14  

b. Pengeluaran  
1) Semula Rp.       26.400.000.000,00  
2) Bertambah Rp.         1.400.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.    25.000.000.000,00  
Jumlah Pembiayaan Netto setelah  
perubahan  Rp.  310.221.212.133,14 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
setelah perubahan Rp.    52.617.334.473,00 

 
Pasal 2 

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
a. Pendapatan Asli Daerah.  

1)  Semula  Rp.    1.086.756.029.022,00  
2) Bertamba  Rp.        60.547.740.934,00  

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah perubahan  Rp.1.147.303.769.956,00  

b. Dana Perimbangan  
1)  Semula  Rp.      894.605.038.503,00  
2)  Bertambah  Rp.          3.035.840.000,00  

  Jumlah Dana Perimbangan setelah  
 perubahan  Rp.   897.640.878.503,00  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
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